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PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

J1_Gatot Subroto No. 28 B, Komplek Perkantorsn Sewakul Telp (024) 6921134 Fux, (024) 6921134 Ungaran 54 50501

PEMBAHARUAN IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINT
(PAUD)

Keputusan Nomor 421.1/ §04 Tahun 2023

Nama Lembaga - PAUD “PUTRA MULIA™
Program Pendidikan Kelompok Bermain
Penyelenggara : Yayasan PAUD Putra Mulia
Yayasan PAUD Putra Mulia

Berdin Sejak Tanggal - 20 Me1 2008

Alamat JI. Agjuna RT 05 RW 01 Bandungan, Kelurahan Bandungan
Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang

Untuk Penyelenggaraan - Pendidikan
Status Pembaharuan [zin Pendinan

Ijin Berlaku 9 Januan 2023

Ungaran, 9 Januan 2023

Nip. 19640404 199203 1 014
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DMARMOTTAMA SATYA PIRAA

PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Komplek Perkantoran Sewakul Telp, (024) 6921134 /6922353 Fax, (024) 6921134 Ungaran 54 50501

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN

OLAHRAGA KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 421.1/ |04 /2023
TENTANG

PEMBAHARUAN IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

BAGI PAUD “PUTRA MULIA”
KECAMATAN BANDUNGAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Menimbang :

Mengingat :

KABUPATEN SEMARANG

bahwa memperhatikan surat dari Kepala PAUD “Putra Mulia”
Tanggal, 22 September 2022 No: 034/Kep./PM/IX/2022 tentang:
Permohonan Pembaharuan Izin Pendirian dan Operasional dan
Surat dari Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman
Modal tanggal, 29 Oktober 2022 tentang Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB): 2910210019182;

bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas
Pendidikan,Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten
Semarang Nomor. 421.1/2364.A Tahun 2019 tentang Izin
Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan oleh
Masyarakat;

bahwa dalam rangka pembinaan, tertib administrasi dan
pengendalian serta penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
(PAUD) di Kabupaten Semarang, perlu adanya Pembaharuan Izin
Pendirian bagi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

bahwa sehubungan dengan huruf a, b dan c diatas, perlu adanya
Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan,
Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang
Undang — Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah — Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa
Tengah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42 )
Undang — Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas —
batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II
Semarang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor
118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1952 );
Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program
Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 nomor 206 );

Undang — Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301 );
Undang — Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang - Undangan ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389 );

Undang — Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5587 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang cipta kerja



Menetapkan
PERTAMA

KEDUA

7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan
Kotamadya Daerah Tingkat [1 Semarang ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3079 )i

8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan
Hatas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten
Dacrah Tingkat 11 Semarang ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3500 );

9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952 );

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 1992
tentang tenaga Pendidik;

11, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 49
Tahun 2007 tentang Standat Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan
Pendidikan Non Formal;

12, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58
Tahun 2009 tentang Pendidikan Anak Usia Dini:

13. Peraturan Manteri Pendidkan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak
Usia Dini;

14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak
Usia Dini (PAUD);

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21
Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk
- Produk Hukum Daerah;

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22
Tahun 2001 tentang Bentuk Produk - Produk Hukum Daerah;

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23
Tahun 2001 Tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2020
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang
Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat
Dacrah Kabupaten Semarang ( Lembar Daerah Kabupaten Semarang
Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Semarang Nomor 10 ).

MEMUTUSKAN

: Memberikan Pembaharuan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia
Dini (PAUD) kepada :
Nama Lembaga : PAUD “PUTRA MULIA*

Program Pendidikan : Kelompok Bermain
Alamat :JL Arjuna RT 05 RW 01
Bandungan, Kel. Bandungan
Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang
Yayasan : PAUD Putra Mulia

Penyelenggara : Yayasan PAUD Putra Mulia

Diktum PERTAMA sebagai berikut: _ |
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan
2. Wajib mentanti peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan
3. qum mcng::kmhpuun berkala sesuai ketentuan menurut model







